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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepolisian merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan 

wewenang di dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat.1 Lembaga 

Kepolisian juga mencakup personil kepolisian yang dalam menjalankan tugasnya, 

personil kepolisian ini harus taat terhadap norma hukum atau kaidah yang 

mengatur tentang sikap tindak yang dilakukan sebagai seorang personil 

kepolisian. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai tugas pokok 

kepolisian, satu diantara dari tugas pokok tersebut adalah pihak kepolisian 

melakukan penyidikan terhadap semua kasus tindak pidana2 dan Dalam Pasal 13 

mengatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, pertama 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua menegakkan hukum dan 

ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan 

untuk memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan 

penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpiliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi 

kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan 

 
1 Sudjijono, 2010, Memahami Ilmu Kepolisian, Laksbang Pressindo : Yogyakarta, hlm.1. 
2 Ibid, hlm.113. 
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sejahtera. Fungsi Kepolisian yakni sebagai alat negara yang menjaga keamanan, 

ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta 

menegakkan hukum.3 

Penyidik ataupun penyidik pembantu dalam melakukan penyelidikan dan 

penyidikan tidak menjalankan tugas dan fungsi penyelidikan serta penyidikan 

sebagaimana mestinya dikarenakan berbagai faktor yang pada akhirnya 

mengakibatkan tidak adanya rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah 

masyarakat. 

Kepolisian di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada setiap 

kasus tindak pidana harus berkoordinasi dengan Kejaksaan agar penyelidikan dan 

penyidikan yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya, salah satu bentuk 

koordinasi antara Kepolisian dengan Kejaksaan adalah adanya Surat 

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, apabila Penyidik telah menerbitkan Surat 

Perintah Penyidikan, penyidik wajib memberitahukan hal tersebut kepada 

jaksa/penuntut umum dengan cara mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya 

Penyidikan/SPDP.4 Hal tersebut merupakan salah satu bentuk nyata adanya 

hubungan koordinasi fungsional dan institusional antara penyidik dengan 

jaksa/penuntut umum dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 109 KUHAP. 

Rangkaian tindakan penyidikan dibuat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan5 

 
3  Pasal 2 UU RI No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. 
4 Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan 

kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 

setelah dikeluarkanya surat perintah penyidikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 130/PUU-XIII/2015. 
5 Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu tulisan yang dibuat oleh penyidik mengenai proses 

pemeriksaan saksi, Andi Hamzah, 2008, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 

23. 
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yang kemudian dijadikan dalam suatu berkas dengan surat lainya yang disebut 

dengan berkas perkara kemudian diserahkan kepada penuntut umum. 

Penyidik menyerahkan berita acara pemeriksaan saksi, ahli maupun 

tersangka, melakukan tindakan pemaksaan mulai dari penangkapan, 

pengeledahan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan surat, pemeriksaan di tempat 

kejadian, dan tindakan hukum lainya yang didasarkan pada ketentuan perundang-

undangan.6 Berkas perkara7 sangat penting untuk penuntut umum karena akan 

digunakan pada saat melakukan proses persidangan sampai dengan pada proses 

penuntutan, selain itu, berkas perkara juga digunakan sebagai bahan baki di dalam 

pembuatan surat dakwaan yang juga menjadi bahan bagi hakim dalam proses 

persidangan.8 Di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, peneliti banyak menemukan 

SPDP dari Kepolisian Resot Musi Banyuasin tanpa ditindaklanjuti dengan 

penggiriman berkas perkara sedangkan yang mempunyai kewenangan untuk 

menyatakan berkas lengkap atau tidak lengkap adalah penuntut umum 

berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP pun jika penyidik berpendat bahwa 

perkara tersebut tidak cukup alat bukti tentunya penyidik memberitahukan hal 

tersebut kepada penuntut umum melalui mekanisme pengiriman Surat 

Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dari penyidik kepada Penuntut umum. 

Berdasarkan data yang diperoleh Peneliti dari Kejaksaan Negeri Musi 

Banyuasin periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 

 
6 Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) KUHAP, “Penyidik menyerahkan 

berkas perkara kepada penuntut umum”. 
7 Andi Hamzah, Ibid, hlm. 24 “Berkas Perkara adalah kumpulan catatan atau tulisan secara 

lengkap yang bersifat autentik menggenai perkara pidana yang dibuat oleh penyidik dalam bentuk 

yang ditentukan undang-undang”. 
8 Pasal 8 Ayat (2) KUHAP menentukan bahwa Penyidik harus menyerahkan berkas perkara 

kepada penuntut umum. 
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setidaknya ada 75 (tujuh puluh lima) perkara tindak pidana umum yang mana 

Penyidik hanya mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan tanpa ditindaklanjuti 

dengan pengiriman berkas perkara dan mengakibatkan 75 (tujuh puluh lima) 

perkara tindak pidana umum tersebut tidak mempunyai kepastian hukum sehingga 

perkara tersebut menggambang (Floating Case) apakah dilakukan penghentian 

penyidikan ataupun tidak ditindaklanjuti karena alasan lainya, beberapa perkara 

tindak pidana umum yang diambil contoh oleh Peneliti, antara lain :9 

1. SPDP An. Tersangka Ijal Alias Boneng Bin Darwis yang dikirim oleh 

Penyidik tanggal 27 November 2017 kepada Penuntut Umum dengan 

sangkaan Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang diterima oleh Penuntut 

Umum tanggal 30 November 2017, akan tetapi sampai dengan 

Penuntut Umum menggeluarkan Surat Permintaan Perkembangan 

Hasil Penyidikan (Kode P-17) tanggal 30 Januari 2018, berkas perkara 

juga belum dikirim oleh Penyidik dan sampai dengan SPDP tersebut 

dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum kepada Penyidik tanggal 30 

Mei 2018 berkas perkara juga belum dikirimkan tanpa ada 

pemberitahuan dan dasar hukumnya; 

2. SPDP An. Tersangka Darmawangsyah yang dikirim oleh Penyidik 

tanggal 08 Januari 2018 kepada Penuntut Umum dengan sangkaan 

Pasal 98 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Pasal 86 Ayat (1) dan 

 
9 Data yang diambil Peneliti dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 21 

Februari 2019 prihal Rekapitulasi Data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang 

dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik dikarenakan Surat Pemberitahuan 

Dimulainya Penyidikan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas perkara. 
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(4) Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 

2004 Tentang Perikanan yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Musi 

Banyuasin tanggal 10 Januari 2018, akan tetapi sampai dengan 

Penuntut Umum menggeluarkan Surat Permintaan Perkembangan 

Hasil Penyidikan (Kode P-17) tanggal 12 Februari 2018, berkas 

perkara juga belum dikirim dan sampai dengan SPDP tersebut 

dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum kepada Penyidik tanggal 12 

Maret 2018 berkas perkara juga belum dikirimkan tanpa ada 

pemberitahuan dan dasar hukumnya; 

3. SPDP An. Tersangka Belly Bin Jahidi yang dikirim oleh Penyidik 

tanggal 21 Mei 2018 kepada Kejaksaan dengan sangkaan melanggar 

Pasal 32 Ayat 1 dan 2 jo Pasal 72 E Undang-undang RI No. 35 Tahun 

2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak yang diterima oleh Kejaksaan tanggal 21 

Mei 2018, akan tetapi sampai dengan Penuntut Umum menggeluarkan 

Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (Kode P-17) 

tanggal 21 Juni 2018, berkas perkara juga belum dikirim dan sampai 

dengan SPDP tersebut dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum kepada 

Penyidik tanggal 23 Juli 2018 berkas perkara juga belum dikirimkan 

tanpa ada pemberitahuan dan dasar hukumnya; 

4. SPDP An. Tersangka Rinto Harahap Als Pasaribu yang dikirim oleh 

Penyidik tanggal 04 September 2018 kepada Penuntut Umum dengan 
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sangkaan Pasal 351 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP yang diterima 

oleh Penuntut Umum tanggal 04 September 2018, akan tetapi sampai 

dengan Penuntut Umum menggeluarkan Surat Permintaan 

Perkembangan Hasil Penyidikan (Kode P-17) tanggal 04 Oktober 

2018, berkas perkara juga belum dikirim dan sampai dengan SPDP 

tersebut dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum kepada Penyidik 

tanggal 05 November 2018 berkas perkara juga belum dikirimkan 

tanpa ada pemberitahuan dan dasar hukumnya; 

5. SPDP An. Tersangka Mustakim Bin Saprin yang dikirim oleh 

Penyidik tanggal 04 Oktober 2018 kepada Kejaksaan dengan 

sangkaan Pasal 44 Ayat 1 jo Pasal 5 Huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang 

diterima oleh Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2018, akan tetapi 

sampai dengan Penuntut Umum menggeluarkan Surat Permintaan 

Perkembangan Hasil Penyidikan (Kode P-17) tanggal 12 November 

2018, berkas perkara juga belum dikirim dan sampai dengan SPDP 

tersebut dikembalikan lagi oleh Penuntut Umum kepada Penyidik 

tanggal 12 Desember 2018 berkas perkara juga belum dikirimkan 

tanpa ada pemberitahuan dan dasar hukumnya; 

Hal ini tentunya membawa konsekuseni pada proses penegakan hukum di 

Indonesia pada umumnya dan khususnya penegakan hukum di wilayah hukum 

Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang tidak mengedepankan kepastian hukum 

serta tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat karena di 
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dalam pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut Penyidik telah 

mencantumkan nama Tersangka/Terlapornya serta sudah ada yang ditetapkan 

sebagai Tersangka dan mengakibatkan Penuntut umum maupun masyarakat 

mempertanyakan apakah tidak ditindaklanjutinya suatu perkara dikarenakan 

tersangka/terlapor tersebut ditolong oleh penyidik agar berkas perkaranya tidak 

dilanjutkan kepada Kejaksaan. 

Istilah membantu orang lain selain mengandung makna yang positif juga 

mempunyai makna yang negatif, makna yang negatif tersebut terdapat dalam 

KUHP yang ditentukan sebagai suatu tindak pidana di dalam Pasal 221 Ayat 1 

KUHP dengan bunyi “Barang siapa dengan senggaja menyembunyikan orang 

yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa 

memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan 

oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut 

ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi 

menjalankan jabatan kepolisian”.10 Istilah-istilah yang menarik dari rumusan pasal 

ini adalah berkenaan dengan cakupan rumusan pasalnya, terutama karena di 

dalamnya digunakan istilah-istilah yang sudah lazim digunakan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sekarang di Indonesia yaitu “pejabat 

kehakiman” dan juga “orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus 

menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan-jabatan 

kepolisian”. 

 
10 Alfitra, 2012, Hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana, Raih Asa Sukses : 

Bogor, hlm.103. 
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Istilah di dalam Pasal tersebut tidak lagi dapat ditemukan dalam KUHAP.11 

Istilah tersebut merupakan peristilahan dalam Ketentuan Hukum Acara Pidana 

yang berlaku sebelum KUHAP yaitu ketentuan-ketentuan acara pidana HIR.12 

Istilah membantu orang lain dalam arti negatif dapat pula disebut sebagai 

obstruction of justice. Dalam KUHP, tindakan ini juga diatur dalam Pasal 216-222 

KUHP yang menentukan bahwa tindakan pihak manapun yang menghalangi suatu 

proses penegakan hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 Ayat 1 Angka 1 

KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan 

menghalangi proses hukum diancaman dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan. 

Perbuatan menghalangi proses penegakan hukum adalah tindakan seseorang 

yang menghalangi proses hukum karena tindakan menghalangi ini adalah 

perbuatan melawan hukum yang notabanenya mereka sudah jelas menerabas dan 

menentang penegakan hukum, tindakan menghalangi proses hukum merupakan 

tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum, merusak citra 

lembaga penegak hukum serta tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian 

hukum kepada masyarakat.  

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Obstruction of Justice Dalam Hal Pengiriman Surat 

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Yang Tidak Dilanjutkan Dengan 

Pengiriman Berkas Perkara Untuk Mencapai Kepastian, Keadilan, dan 

Kemanfaatan”. 

 
11   Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 
12 H M A Kuffal, 2003, KUHAP Dalam Praktek Hukum, Universitas Muhamadiyah : 

Malang, hlm.1. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Penelitian ini akan menitikberatkan pada pembahasan tentang proses 

menghalangi penegakan hukum tindak pidana umum di tingkat penyidikan 

dalam hal pengiriman SPDP yang tidak ditindaklanjuti dengan pengiriman 

berkas perkara tanpa adanya pemberitahuan dan dasar hukum dengan 

menggambil data dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, atas dasar hal 

tersebut diambil lah permasalahan sebagai berikut, : 

a. Apakah tindakan penyidik yang tidak menggirimkan berkas perkara 

kepada penuntut umum tanpa adanya dasar hukum termasuk dalam 

kualifikasi tindakan menghalangi proses penegakan hukum 

(obstruction of justice) ? 

b. Apakah tindakan penyidik tersebut bertentangan dengan nilai 

kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta adakah sanksi 

pidananya ? 

c. Bagaimana idealnya pengaturan menggenai obstruction of justice 

dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di masa mendatang ? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu menelaah data dengan menggambil 

5 (lima) sample dari 75 (tujuh puluh lima) SPDP yang tidak lanjutkan 

dengan pengiriman berkas perkara tanpa adanya pemberitahuan dan dasar 

hukum, setelah itu mengklasifikasikan tindakan penyidik yang tidak 

menggirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum apakah dapat disebut 
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sebagai suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu tindakan 

menghalangi proses penegakan hukum. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang termuat di latar belakang masalah, tujuan 

penelitian ini, antara lain : 

a. Menganalisis tindakan penyidik yang tidak menindaklanjuti SPDP 

dengan berkas perkara tanpa adanya pemberitahuan dan dasar hukum 

apakah termasuk dalam kualifikasi suatu tindakan menghalangi proses 

penegakan hukum yang diatur di dalam Pasal 221 KUHPidana; 

b. Menganalisis tindakan penyidik tersebut apakah bertentangan dengan 

nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta apa sanksinya; 

c. Memberikan pemikiran menggenai pengaturan obstruction of justice 

dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di masa mendatang. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis, manfaat secara 

yuridis serta manfaat secara sosiologis sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran, informasi dan pemahaman lebih mendalam 

tentang tindak pidana yang dapat dilakukan oleh aparat penegak 

hukum dalam proses penegakan hukum; 

b. Manfaat yuridis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat 

undang-undang untuk dijadikan perbandingan di dalam membuat 
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Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia 

khususnya di dalam membuat pasal terhadap tindakan aparat penegak 

hukum dalam melakukan suatu tindakan yang menghalangi proses 

penegakan hukum pada tingkat penyidikan perkara tindak pidana 

umum secara lengkap. 

c. Manfaat Sosiologis, penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat 

mengawasi dan mengkritisi setiap proses penegakan hukum yang 

dilakukan oleh Pihak Kepolisian pada tingkat penyidikan perkara 

tindak pidana umum untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

D. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau 

kerangka acuan untuk pelakanaan suatu penelitian ilmiah khususnya 

penelitian hukum. Atas dasar pernyataan di atas, kerangka teoritis yang 

digunakan dalam penelitian antara lain, : 

1. Penegakan Hukum; 

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan 

hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelakasnaanya agar tidak 

terjadi pelanggaran serta memulihkan hukum yang dilanggar itu 

supaya ditegakkan kembali. Bila berbicara menggenai penegakan 

hukum maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. 

Berfungsinya hukum dalam masyarakat di mana hukum itu 

diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran 
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hukum dan penegakan hukum. Menurut Soerjano Soekanto penegakan 

hukum adalah kegiatan penyerasian antara apa yang ada di dalam 

kaidah-kaidah sejumlah peraturan perundangan untuk menciptakan 

pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan 

hidup.13 

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi 

hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermertabat 

berarti dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan yaitu 

keadilan untuk semua orang. Apabila penegakan hukum dapat 

mengaplikasikan nilai keadilan tentulan penerapan fungsi hukum 

tersebut dilakukan dengan cara cara berpikir yang filosofis. Hukum 

berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar 

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam 

penegakan hukum ada tiga unsur utama yaitu kepastian hukum, 

kemanfaatan, dan keadilan.14 

Kepastian hukum memberikan perlindungan yutisiable terhadap suatu 

tindakan yang sewenang-wenang, dalam arti bahwa seseorang akan 

dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan 

hukum. Hukum dibuat untuk mengatur manusia, maka penegakan 

hukum sudah seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. 

 
13 Soetandyo Wignjosoebroto, 2010, Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Pelajar : 

Yogyakarta, hlm. 373. 
14 Sudikno Mertukesumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty : Yogyakarta, 

hlm. 145. 
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Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan atau 

penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau 

penegakan hukum harus adil.15 

2. Sistem Peradilan Pidana; 

Sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice 

System dalam konteks peradilan di Indonesia ialah suatu keadaan 

dimana terjalinya hubungan yang bersifat fungsional dan institusional 

yaitu koordinasi diantara sub system satu dengan lainya berdasarkan 

kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundanga-undangan 

dengan tujuan untuk menegakkan hukum. System peradilan pidana 

dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan 

dipersidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim. Sub system 

suatu system peradilan pidana terdiri dari penyidik, jaksa, badan 

peradilan di lingkungan peradilan umum, penasihat hukum dan 

lembaga pemasyarakatan.16 Selain itu, Integrated Criminal Justice 

System juga berperan sebagai suatu proses, dalam arti hukum pidana 

sebagai suatu system yang saling berkaitan antara satu bagian dengan 

bagian lainya dan antara satu sub bagian dengan sub bagian lain, serta 

antara satu instansi dengan instansi lainya. Dalam arti sebuah proses, 

integrated criminal justice system merupakan kelanjutan dari 

hubungan antar system dalam instansi penegak keadilan tersebut. Jadi 

 
15 Ibid, hlm. 146. 
16 Marwan Effendy, 2012, Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa 

Perkembangan Hukum Pidana, Referensi : Jakarta, hlm. 251-254. 
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prosesnya dimulai dengan adanya tindak pidana sampai dengan 

pelaksaan putusan hakim adalam satu kesatuan dari proses. 

3. Obstruction of Justice; 

Tindakan menghalangi proses penegakan hukum atau (obstruction of 

justice) adalah tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum 

karena tindakan ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang 

notabane mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan 

hukum. “Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan 

kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak 

citra penegak hukum”.17 

Obstruction of justice adalah salah satu jenis dari tindakan contempt of 

court. Obstruction of justice adalah suatu perbuatan yang ditujukan 

untuk menghalangi proses penegakan hukum yang mempunyai efek 

untuk memutarbalikkan fakta, mengacaukan fungsi yang seharusnya 

dalam suatu proses peradilan. Contoh dari tindakan tersebut adalah 

untuk menantang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, 

tindakan untuk mengadakan penyuapan terhadap seorang saksi 

maupun mengancam saksi agar saksi tersebut meniadakan ataupun 

untuk memalsukan keterangan yang diberikan.18 Obstruction of justice 

merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha 

 
17 Markhy S Gareda, Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi 

Berdasarkan Pasal 21 UU RI No 31 Tahun 1999 juncto UU RI No 20 Tahun 2001, artikel pada 

jurnal Lec Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015, hlm. 136. 
18 Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007, Peradilan Bebas dan Contempt Of 

Court, Cetakan Kesatu, Diadit Media : Jakarta, hlm. 285. 
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mengurangi kebaikan ataupun efesiensi dari proses peradilan maupun 

terhadap lembaga peradilan.19 

Pengaturan menggenai delik obstruction of justice ini diatur dalam 

KUHP pada Pasal 216-222 KUHP. Ketentuan Pasal 216-222 KUHP 

menyatakan bahwa tindakan pihak yang menghalangi proses hukum 

dapat dipidana. Khususnya pada Pasal 221 Ayat 1 angka 1 KUHP 

menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan 

menghalangi proses penegakan hukum diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan bulan.20 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalam penelitian hukum didasarkan atas konsep 

penelitian. Menurut ilmu hukum empiris konsep adalah suatu pengetahuan 

yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu yang mempunyai basis 

empiris. Agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian dan membatasi 

ruang lingkup penelitian, maka konsep tersebut lebih lanjut 

dijabarkan/diformulasikan dalam bentuk operasional. 

Atas dasar definisi tersebut diatas, batasan pengertian atau konsep 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kepolisian; 

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan 

bahwa Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan 

 
19 Wahyu Wagiman, 2005, Contempt of Court dalam Rancangan KUHP, Elsam : Jakarta, 

hlm. 16. 
20 Markhy S Gareda, Op.Cit, hlm. 136. 
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fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

2. Penyidik; 

Penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan. 

3. Penyidikan; 

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

menggumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

4. Jaksa; 

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 

pelaksanaan putusan pengadilan yag telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 

5. Penuntut Umum; 

Penuntut Umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh 

undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 

putusan hakim. 

6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; 

Berdasarkan Pasal 109 KUHAP dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah 
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Surat teknis dari penyidik kepada penuntut umum untuk 

menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai 

sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik. 

7. Berkas Perkara; 

Berkas Perkara adalah kesatuan catatan maupun tulisan lengkap yang 

bersifat autentik menggenai perkara pidana yang dibuat oleh penyidik 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

8. Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan; 

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/JA/11/2011 

Tanggal 1 November 2018 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa 

Agung RI No. 132/JA/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak 

Pidana mengharuskan setiap penuntut umum untuk meminta 

perkembangan hasil penyelidikan kepada penyidik atas dasar telah 

dikirimnya SPDP dengan jangka waktu tiga puluh hari terhitung 

tanggal diterimanya SPDP dari Kepolisian ke Kejaksaan. 

9. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3); 

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang 

diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP apabila terdapat alasan yang 

kuat untuk menghentikan penyidikan tersebut, jika yang 

menghentikan penyidikan adalah penyidik POLRI maka 

pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada penuntut 

umum. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik pengertian 
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menggenai berkas perkara adalah Surat Pemberitahuan dari penyidik 

pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikanya. 

10. Menghalangi Proses Penegakan Hukum; 

Menghalangi Proses Penegakan Hukum atau Obstruction of justice 

merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum 

karena tindakan menghalangi ini adalah perbuatan melawan hukum 

yang notabanenya mereka sudah jelas menerabas dan menentang 

penegakan hukum, tindakan menghalangi proses hukum merupakan 

tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum, 

merusak citra lembaga penegak hukum serta tidak memberikan rasa 

keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.21 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian 

hukum normatif, yakni penelitian hukum yang fokus pada norma hukum 

positif yang didukung dengan bahan dan dilakukan dengan cara meneliti 

bahan yang dijadikan contoh secara acak kemudian dikaji dengan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Sumber dan Jenis data 

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, 

sebagai berikut : 

a.     Data Primer; 

 
21 Sutanto Nugroho, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017, 

Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia, 

hlm. 6. 
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Data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung 

terhadap objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi 

mapun wawancara langsung terhadap narasumber. 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

data yang diambil Peneliti dari Kejaksaan Negeri Musi 

Banyuasin pada tanggal 21 Februari 2018 prihal Rekapitulasi 

Data SPDP yang dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada 

Penyidik dikarenakan tidak adanya pengiriman berkas perkara 

dari Penyidik kepada Penuntut Umum maupun wawancara 

langsung dengan penyidik yang tidak menggirimkan berkas 

perkara kepada penuntut umum. 

b.     Data Sekunder; 

Data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang 

berhubungan dengan permasalahan di dalam penelitian. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum yaitu : 

a.     Bahan hukum primer pertama terdiri dari : 

1.   Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Republik Indonesia; 

2. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia; 

3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang 

Peraturan Hukum Pidana; 
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4. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana.  

b.     Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 

hubunganya dengan bahan hukum primair dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primair, antara lain : 

1. Rancangan Kita Undang-undang Hukum Pidana; 

2. Hasil karya tulis ilmiah; 

3. Hasil-hasil penelitian. 

c.   Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primair dan bahan hukum 

sekunder, misalnya bibliografi, kamus, dan indeks komulatif. 

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan 

sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan dengan kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari buku-buku literatur serta mengkaji ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

b. Studi lapangan dilakukan dengan menggumpulkan data secara 

langsung guna memperoleh data yang dibutuhkan. 
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Proses Pengolahan Data 

Dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data yang dimaksud 

meliputi tahapan sebagai berikut : 

a. Seleksi data adalah kegiatan yang dilakukan untuk menggetahui 

kelengkapan data serta dipilih sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti; 

b. Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut; 

c. Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun 

data yang saling berhubungan pada sub pokok bahasan sehingga 

mempermudah interpretasi data. 

Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun 

secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan 

untuk memperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

metode deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu 

menarik kesimpulan yang khusus. 

d. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian dilakukan secara 

induktif yaitu cara menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada hal-hal yang 



 22 

khusus, utnuk kemudian menarik kesimpulan atas dasar aspek-aspek yang 

sama pada hal-hal yang khusus tersebut.22 

Logika atau penalaran induktif yang dikenal dalam ilmu hukum 

digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata 

menjadi kesimpulan yang bersifat umum.23 Merumuskan fakta, mencari 

hubungan sebab akibat kemudian membandingkan dengan kasus yang 

sedang dhadapi. Berdasarkan temuan itu kemudian ditaris suatu kesimpulan 

yang menyatakan penalaran dengan menggunakan logika induktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Soerjano Soekanto, 1986, “Pengantar Penelitian Hukum”, Penerbit Universitas Indonesia (UI-

Press) : Jakarta, hlm. 126. 
23 Robert E. Rodes, Jr. & Howard Pospek, 1997, Primise and Conclusion, symbolic Logic for 

Legal Analysis, New Yersey : Prenctice Hall, Upper Saddle River, hlm. 7. 
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